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Pengaturan hak atas air diu,'irjudkan melalui penetapan hak 
-suna air. yaitu
hali unuk memperolehdan memaliaiatau ntengusahakan airuntuk berbagai keperluan
Hak guna air denqan penqeftian lersebut bukan melupakan hak pemilikan atas air
telapihanya terbataspada h k untrk menrperoleh danmemakaiatau rnengusahakan
sejumlah (kuo1a) air sesuai denlan akrkasi yang ditetapkan oleh pemerintah kepada
pengguna air. baik untuk yangwajib memperoleh izin maupun yangtidak wajib izin
Kebutuhan terhadap air mer-upakan kebuluhan dasar balzi setiap warga
masyarakat, nanrun penrerintah ntencaturnya sedemikian rupa dengan memberikan
beberapa ketentuan Penetapan danya hak guna air yang dilakukan oleh pemerintah,
semata-mata tuqas pemerintah. Jila disandingkan dengan tujuan negara Indonesia
yarg tercantunr didalam alinea keempat Pembukaan UUD I 945 yaitu . melindungi
segenap bargsa Indonesiadan seluruhtumpah darah lndonesia dan untuk menrajukar
kesejahterMn umun , nrakatugas pokok negara lndonesia sebagai negara hukum
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kesejahteraan tidatjauh berbeda dengan egara kesejahteraan pada unn-rmnya. Tugas
pemerintah yang diungkapkan oleh Freidmann dapat disimpulkan bahwa tugas
pemerintah (1 ) sebagai prcti der dimana negara benanggungiawab dan menj amin
suatu standar minimum kehidupan secara keseluruhan dan memberikanj amimn sosial
lainny4 datam hal ini neg ua s$agai u'clfate /ircnoi (2) s&agai enteryretret dinana
negara menjalankan sektor ekonomi melalui badan usaha milik negara./daerah dan
minciptakar s.rasanayang kondusifuntuk berkenrban$ya bidang-bidangusaha d lam
hal ini negara menjalankan ecot@mic onlt ol.ftnclion (3) *bagai rcgidlor dima a
negara mengadakan turankehidupan bernegara, dan (4) sebagaiumpire dimana
negara menetapkan standar yang adilbagipihak yang bergerak diseklor ekonomi
artara wlcor negara dan sektor swasta tau antar bidang-bidang usaha tertentu atau
eco onic cotfiol 
_fiotc|iott.
HaL guna air dibedakan menjadi dua yaitu hak guna pakai air dan hak guna
usaha ir [Iak guna air untuk rnemenuhi kebutuhan pokok sehati-hari, pertanian ralryal
dan kegiatan bukan usaha disebut dengan hak guna pakai air Sedangkan hak guna
air untuk memenuhi kebutuhan usah4 baik penggunaa.n airuntuk bahan baku produksi.
pemanfaatan potensi.nya. media usah4 maupun pen&,sunaan ir untuk bahan pembantu
produksidrsebut denganhal guna usaha ir
Hakguna air dibedakandalam dua hal yaitu hak gunaairuntuk memenuhi
kebutuhan pokok sehari-hari, pertanian rakyat dan kegiatan bukan usaha disebut
dengan hak guna pakai air Sedangka! hak guna air untuk memenuhi kebutuhan usaha.
baik penggunaan air untuk bahan baku produksi, pemanfaatan potensinya, media
usaha. maupun penggunaan air r.mtuk bahan pembantu produksi disebut dengan hak
guna usaha ir Hak guna usaha air dapat diberikan kepada perseorangan atau badan
usaha. Dimana di dalam pelaksanaannya pemberian hak guna usaha ini atas dasar izin
dari pemerintah atau pemerintah daerai sesuai dengan kewenangamya.
Berhubungan dengan pengelolaan hak guna usaha air. selanjutnya
dideskripsikan mengenai upaya-upaya yang dilak-ukan oleh investor dalam mengelola
dan memanfaarLan sumberdara airdi lndonesia.
Pada tahun 1997 saja sedikitnva 20 investor asing dan nasional. baik
perseorangan maupun badan usaha, lelah antri dan menantiuntuk melakukan ilvesasi
di sekor penyediaan air bersih di berbagai kota di lndonesia dengan ilai total Rp.3,68
triliun. Diantara investor asing yang terlibat dan tertarik dalambisnis ini sepeni.lirc--
Lyonnaise Des Eurx (Peratcis) dan Thanres llatet'(lnggris). Sumber-sumber daya
air dunia saat ini didominasi dan dikuasai oleh duabadan hukum. yakniPerusahaan
Vvendi SA (yang memiliki anak perusahaan Generale dcs liaux'1 dan Perusahaan
Suc: Lyonnaise des Farr.r. Kedua korporasi multi,/transnasional i i memiliki dan
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mengontlol pelyediaao air bersih di sekitar 120 negara di 5 benua yang menjadi
anggota DewanAir Dunia bersama-sama dengan Suez, Birater danjuga Bank Dunia-
Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2000 menyatakan bahwa saham
perusahaan air minum dapat dimiliki oleh badan hukum swasta sampai 9570. Peran
perusabaan loka.l dalam pengelolaan air minurn sangat rninir! s€perti sejurnlah 246
perusahaanAMDK yang beroperasi di Indonesia dengan total produksi sebesar 4J
miliar liter pada tahun 2001 , 65% hanya dipasok oleh 2 badan hukum perusahaan
asing yakni: Aqua (Group Dazoze) dan Ades (The Coca Cola Company)-Sisurya
35% baru diperebutkan oleh 2,14 perusahaanAMDK lokal.
Sebelumnya Pemerintah juga telah menerbitkan Keputusan Presiden
(Keppres) Republik IndonesiaNomor 96 Tahrm 2000 dan perubahan lampiran II
dan III dengan Kepges Nomor I I 8 Tahun 2000. Pada lampiran m Keppres Nomo.
118 Tahul 2000, sektor pengolahan dan penyediaan air minum terbuka bagi
kepemilikan modal asing hingga batas 95% (mayoritas). Pernbukaan sektor air mimrm
bagi inv€stasi asing tidak tedepas dari bagian persyaratanpinjaman Melalui mekanisrne
WATSAL (ltrater Resources Sector Adjustmeht Loan\, dlmana World Bank
meminjamkan dara US $300juta untuk mereformasi pengelolaan s€ktor afu. Melalui
privatisasi itu, makajelas negara ini tidak dapat menjalankan perannya dalam
memenuhi, menj amin atau melindungi hak dasar setiap orang untuk mendapatkan air
yang layak dan terjangkau.
Riratisasi air selalu identik dengan kur,aikan tarifdan mekanisrne pasar dimana
air "mengalir kepada yang mampu secam ekonomi". Tarif air di Jakart4 Manil4
Bolivia, Ghana dan Afrika Selatan naik beberapa kali setelah privatisasi sektor air
minum dilala:kan. Mem{ut Bank Dunia air yang diperoleh masyarakat saat ini masih
berada di barah "harga pasar" dan perlu dinaikkan. Kelompok masyarakat miskn
di sini tentu akan semakinjauh aksesnya terhadap pelayanan air yang layak dan
tajangl@u P€fianian akan menjadi mahal dan rnengalami dampak yang serius dengan
diterapkannya prinsip "air sebagai komoditas ekonomi" dan sumber-sumber air
dikuasai oleh swasta-
Privatisasi air ini akan semakin meningkatkan biala usahatani sehingga kan
menghilangkan kehidupran pertanian di Indonesia. Petani dapat dipastikan tidak akan
mampu bertahan di sektor pertanian dan dengan kondisi seperti itu dengan sendirinya
mereka teryaksa bemlih kejenis tanaman lain araupur migasi ke sektor lain di luar
perlanis[
Di Indonesi4 menurut data Indonesian Bottled Dfinlcing Water Association,
j umlah produksi air dalam kemasan meningkat menjadi 8,4 milyar liter (2002). Nilai
pasar diproyekikan akan naik meljadi Rp 3,36 triliur tahun 2003. Padahal tingkat
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konsumsi air dalam kemasan di Indonesia masih rendah (34 liter per orang)
dibandingkan dengan di negam maj q seperti Amerika Serikat (80Jiter p€r orang).
Argumen parapebisnis air (yang tertuang dalanwo d,yater Wsion), sistem pasar
satu-satunya bagaimana mendistribusikan air ke orang yang kekurangan air. Air
memiliki nilai ekonomi dalam saiap pengguaannya dan hans dilihat sebagai b6mng
ekonomi. Air lebih bersifat sebagai komoditas daripada sumber daya alam.
II.ANALISIS KEBIJAKAN PRIVATISASI AIR
Privatisasi atau swastanisasi dalam pengelolaan sumberdaya ir diartikan
pengusalnan sumberdaya air dengan meliba*an swasta dan atau peromngan dengan
tuj uan mendapatkan modal, teknologi dan efisiensi dalam pelayananjasa ir atau
pemanfaatan potensi sumberdaya ir. Dalam hal ini privatisasi dalam pengelolaan
sumberdaya air dibatasi pada penggwnan sumberdaya air wrtuk memenuhi kebutulun
usahanya ltara lain ( I ) sebagai balDn bal<tl s€pqti yang diusahakan oleh pen$ahaan
daerah air minum dan perusahaan air kemasan, (2) s€bagai media atau unsur utama
seperliyang diusahakan oleh perusahaan listrik tenaga ir, wisata ail dan olah raga
air (3) sebagai bahan pembentu poses produki dimana ir diusahakal unnrk pendingin
mesirL bagi keperluan indushi tekstil dan lain-lain.
Secara urnurn kebijakan privarisasi atau pengusalEan yang dimaksud di atag
tidak temasuk menguasai sumberdaya aimya tetapi terbatas pada hak untuk
menggunakan air sesuai dengan alokasi air yang ditetapkan. Selanjutnya privatisasi
diarahkan bagi pemenuhan kebutuhan air bersih daerah perkotaan )€ng kemampuan
membaya! tinggi. Sedangkan untrk masyamkat dengan kemampuan membayar rendah
akan dilayani oleh perusahaan publik.
Kebemdaan pengusahaan ir araupun privatisasi air tidak terlepas dad adanla
hak gtma air. Undang-undang Sutnberdaya Air menyebutkan bahwa hak guna air
sebagai hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan sumberdaya ir
untuk berbagai keperluan. Beberapa pdnsip yang melandasi keberadaan hak guna
air antara lain bahwa sumberdaya ir dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-
besamya untuk kemakmuran rakyat, negara menjamin hak setiap orang untuk
mendapatkan air bagi kebutuhan pokok sehari-hari dalam memenuhi kehidupaanya
yang sehat, bersih dan produktif, diakuinya hak masyarakat adat dan tidak
memberlai<ukan hak milik tetapi hak guna air
Hak guna air meliputi ( I ) hak guna pakai air yang merupakan hak untuk
memperoleh dal memakai sumberdaya ir guna memenuhi keperluan sehari-hari,
pertanian mLTat dan kebutuhan lain )"ng bersifat sosial. Dalam hal ini hak guna pakai
air berupaya mengimplementasikan makna fiugsi sosial sumberdaya air (2) hak guna
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usaha air yang merupakan hak ultuk mclnpcfi)lch dan nlengusahakal] sunberdaya
aLir guna memenuhi kebutuhan usahfl. Sedangkan hak guna usaha air bcrupa]a
nrenccnrinkan limgsiekononi dan mcningkatkan ilai kemiufaatan sumberdal,a air
Dalam hal hak guna air u,'rtuk kepcntinglut uslha ini ) Mg bal) al menimbulkan
pe mmsalalun, terutama y,ang berkaitan deogut peneusahnar air oleh pencllsala s\.\,asta
dan dtau peromngarl yan_n pada urrr.unnla r-*mdctlt!-\i pada keuntu,lgalt Sebagaima[a
lelah dikemuLakan bahwakebcradaan pcnqelolaitn ) ang sepeni ni disebut dengan
pri vatisasi alau s\\'astanisasi. Terlcbih lagi arils kasus-kasus ] a,rg tcrjadi di bebempa
daemh di Irdonesia dan atau kasus-kasus \ ang tcrjad i d i bcbempa negara- Kebemdaan
privatisasi selalu mcnjadi permasalahan Yanq bcrkcpanjangan. pemasalithannla
bcrhubungarnya dengan kebijalian privatisasi yung cl izurggap merLrgikm nlas) aratriat
dan rrenimbulkan ketida-ii adilar dalan pengclolaiurnya.
Penerinta} menerbitkan Keputusan Prcsidcn ( Keppres) Rcpublik Lrdonesia
Nofior 96 Tahun 2000 dan pcrubahan lampirao Ii dan III dengan Keppres Nomor
I 18 Tahun 2000. Pada l-ampimn l l l  Kepprcs Norlor I ]8 Tahun 2000. sektor
pengolalran dan penyediaar airminum tefbuka bagi kcpcmilikal1modal sing hingga
batas 95 % (mayorilrs). Pcmbukir..n scktor air minuur bagi inveslitsi asing tid_a_ii terlepas
dari bagian pers),aratan pinjaman mclalui mckanisnc WATSAL ( Illare r Resoutces
Sa.kI Adj stnent Lodr). dimana World Bank mcuril]jamkan d:rna tJS $300 j uta
untuk merelormasi pengelolaan sektorair Kcbcr.adun kcbijakan privatisasi dapat
ditiniau dari pandanga,l sebuah proses politik.
Dalan analisispos4roslif rlrs disadai balrrva dirlensi politik mempcngaruhi
disusunnla suatu kebijalan dalam h.rl ini kebijaku prir erisir_si air Disusunll a kcbijalan
ini sesunggrrhnya da sebualr komplcksilas larik mcnarik pcngaruh dari berbagai pihak
)ang beqitu beragam- mulai dari kondisi politik inlemirsional siunpai pada elemen-
clenrcn politik domestik- Sebagairnara di:i..unpaikar olch Ilowieudan Rantesh bah$a
aspck politik merupalian suatu hal yang harus dipcflimbalgkan dalam menganalisis
suatu kebijakm. Dimana grlitik mampu rnenggiuibdl|,'r darl mengilleprerasikal apa
sesunqguhnla persoalan kebijakan l ang ada. I)crsoalan kebijakan itu lnuncul ke
permukaan dengan cara yarg sangat kontplcks.laitu ntelalui dinamika tnas)rarakat
yitng disitu nlelibatkan asplmsinya. lc/lic0,cr7)/s n!a. kcpercayaannya. ketakutam]a
dan kemudian mengkonstruksiki pcrsoalan-pcrsoalarl tcftcntu. Senada dcngan hal
ini. disirnpulkar daripendapat Gridledan Thonras bahwa pada dasamya kcbijakan
publik itu berdda dalam sebuah realitas politik makro daD miliro yaug satlgat kompleks.
Bcrbagai elemen dan situasi yang melingkupi keaclaan sosio-politik sebuzrh bangsa
akan salgat menentukan sepefli apa bangunan kebijal<an publik yang aka,n dihasilkan
nantnya
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Walaupun aspek politik suaru negara dapal mempengaflhi dibentuknya suatu
kebijakan, namun tetap harus mengacu pada konsep-konsep pembangunan hukum
negara te6ebut. John Henry Marryman dalam Nusantara menunjukkan bahwa
pembangunan hukurn dapat didekaii dengan modet strategi pembanguan hukum yang
dipilih" yang dibedakan dalain srahgi ortodoks yang mengutamakan perarun negaft!
dan parlemen dengan produk perundang-undangan dan model responsif yang
mengutamaka.n p€ran paradilan yang bemrti besamya partisipasi masyarakat. Hal ini
dapat dimaknai bahra masalah pembangrnan  asional terutarna dalarn bidang hukum
terletak pada politik hukum nasionalny4 yang notabene tergantung pada sistem dan
model pembangrman yang dipilih. Politik hukum nasional diberi pengertian sebagai
suatu kebijakan (poltcy) dari penguasa Republik tndonesia mengenai hukum yang
berlaku di negara Indonesia-
Indonesia dalam pola umum pembangunan rusionalnyq menggunakan stategi
pembangunan yang selalu menitikberatkan pembangunan dalam bidang ekonomi,
sedangkar bidang yang lain benifat penunjang dari pilihan pembangunan ekonomi
te$ebut. Sehingga dalan upaya mewujudkan keberhasilan pembangunan nasional,
maka stabilitas dan pertumbuhan ekonomi menempati posisi prioritas yang utama-
Hal ini membawa konsekuensi pada model pembangunan hukum yang ortodoks.
Hukum lebih bersifat represifartinya politik hukum nasional menempatkan hukum
sebagai obj ek pembangunan, hukum diadakan hanya sekedar untuk mewujudkan
dan mengabsaikan apa yang menjadi progmm pemerintah di bidang laimya-
Nusantala menekankan bahwa dengan politik hukum nasional yang
menempatkan hukum besifat repesil berakibat produk hukum yang dihasilkan bersifat
kaku dan kuEng terbuka bagi perubahan, sehingga hukum menjadi kurang terbuka
bagi perubahaq sehingga hukum menjadi ktang tanggap terhadap tuntut"n-tututan
kebutuhan masyarakat. dan produk hukurn secara sepihak memantulkan persepsi
sosial para pengambil kebijakan.
Sebagaimana dipahami bahwa hukum bukan semata-mata hanya teks-teks
kaku yang ada, tanpa memperdulikan kondisi yang di dalam masyaralat, namun
yang paling penting adalah mengetengahkan esensi dari keadilan. Aspek keadilan
selalu menjadi b€nang memh dalam permasalahan keblakan privatisasi, untuk itu di
bawah ini dideskipsikan mengenai teori-teori yang berhubungan dengan keadilan
dalam beberapa prespektif.
Dalam tataran teori, keberadaan privatisasi dapat dianalisis dengan
menggunakan teori Utilitariahism. Utilitafianism beftsal datikatautility (ata!
dad bahasa latin rrilirigJ) yang berarti manfaat. Dalam pemikiran ekonomi, teori
utilitarianism banyok diaplikasikan dengan pener,,pu\ cost-beheft ahalysis. Teoi
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inidapat menjelaskan pentingnya kon sckuensi atall itkibat dari suatupcfblralan atau
kcpul Lrsan. S uatu perbuatan atau kcputusan d ipcro lch dengan tcrcapt inya tuj Lran
perbualan atau kcputusan itu.
t-Jtilitari,urisne scbudr leoril iurg dlkemukulu olch David Hurnc ( lTll_l776)
dan dimlnuskan secara definitifoleh Jerem) Betham ( I 7,1g_ l g32) darl clilao iutktur
oleh Stuan Mill ( 1806- I 873 ). Bemr\al dad keadaaan tas\ a.?kar di masa kchidupan
Betiaar di Inggris- dimrn.r rerj.rJi b,ml Jor r kekrngan-lek.rngar konrrirusr,rnal drn
keddaliadilan-kedda&adilan schinggalang diinginkiur adalah peral yang bebas dari
kekuatan-kckuatan yang hdrus memberi kescntpatan yang scpenulinya untuk
perkernbangan indif idr.r di tiap tingkatan. mcmberikan kekuatan-kekuatan vans
nrengingirrkan adanla pcrsanta!n dalanl kedurlukan, dan Derar t.ru bcbj, Ja;
kekurt ) 'Lekualan akcrr mengebtl ipada kepentingm untum. Bclharni.rn ndnnat
brhrr a ada satu prinsip nromll ang utama raitu prinsip uri l i ras. prinsip ini rnenunrur
dEar sctiap lal i  menghtdapi pi l i l trn dari rnrara t jnd.rkan-rindrkan nlrL,rnari l  arau
kebijakan sosial. harus diambil satu pilihan yang menputyaikonsckuensi yarg secam
meiyel uruh paling baik bagi sotiap orang yarg terlibat di dalannya.
Sesungguinl,4 palur individualis yang mempenganrJri fllsalat utilirarianisne
Bellrln. scbagaimana diungkapkamla baira kehidupai manusia di alam ini di baua.h
kekua-saan kcsenangan dar kcsusahan. sehingga hidup benujuan mencari kcscnangan
dan mcnghindari kesusahan. Kcsenangan dan kesusahan inimeniacjidr.n hal lanq
rrarus nrcrrjrrdi pokok sr rrdi prn m.rrir l i .  dan pcrrrbu.rt LrrrJmg-u rdlrg. Di:. ir lpulf i
oleh l.ficdnrani bahwa bcrdasarkan pandangal) Betham tenebut. kcscnansan
J"dcntikku drr rr 'ar kchri lrr du k*r.."h.rn J i iJrnti l l :  rdcni.t I lci : ,Jrl :rr.  |)<lgar
kata lain bahwakebaikan dar kcjahatan ada hubungiunya dengar kcscnangan dar
kejahatan. Dalam hal ini. hukurn benugas mcmclihara kebaikan dan nrencesah
lcjJraten. jedi memelihara kcgunren.
Betham berpendapat bahwa kescnangan dan kcsusahan menggantungkan
gagasan-gagasan scperti keadilan dan ketidakadilan, moralitas dal1 imoralitas.
kebajikarr atau sifat buruk. Dalao.l menilai kchidupan yang penuh laliu. Betham
membuat daftar bahwa perge(ian kekayaan atau kekuasaan tennasuk kcsenangan
) rng di dlllJrnn) ajuga oda pcr,chabard-. nxma baik. perhuaran bail. pcngclai;an
dan perhimpunan
Individu ada-lah tuju.r dari dirinya sendiri. Bagi Betham tidat ada mitos tentans
mrs)aral iatorpanik.Bethanrmcngrgungkanmrlikindir iduJanbadanu*ha.nn,,
telap tcgas mcnolak untuk nenganggap hak milik sebagai hak alamiah clan
mendefinisikarnya seb:rgai harapan untuk menikmati yang diberitan oleh huliun positiL
Dalam hal memandarg bahwa setiap orang bemilai saru. maka hukum bcrtuiuat,t
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menciptakan kebebasan maksimum bagi setiap individu, sehingga dapat mengejar
apa yang baik baginya. Walaupun demikian, pembaharu sosial dan perundang-
undangan bukan seorang yang anarkis. Hukum tetap sebagai peqabdi bagi
keseluruhan i dividu-individu dalarn masyaraka! narnun pada bagian akhn dari tujuan
perundang-undangan adalah kebahagiaan yang paling besar. Pada akhimya
penempatan individu harus berakhir dengan penempatan hak individu di bawah
kebutuhan-kebutuhan masyarakat.
Sebenamya pada saat menempatkan kepentingan individu, yang menjadi
penanyaan adalah apakah kebahagiaan yang diperlukan sama denganj umlah yang
selurulmya dari kesenangan masing-masing individu. Artinya bahwa setiap individu
memiliki standar kebahagiaan yang berbeda satu dengan yang lain. Jika tidak ada
tolak uhryang tegas mengenai seperti apa bentuk kesenangan i dividu yang univena!
maka yang terjadi adalah homo homini lupus. Betham percaya bahwa kepentingan-
kepentingan yang tidak terbatas da individu-individu yang sangat luar biasa
banyaloya, secaE otomatis berakibat bagi kepentingan-kepentingan masyamkat.
Dalam hal ini hukum dapat s€bagai penyeimbang segala benhrkkepentingan tersebul
Teori yarg dikemukakan oleh Betham dan Mill dapat diringkas dalam tiga
pemyataan vaitu pertama, tindalcan harus dinilai benar atau sa-lah anya demi akibat-
akibatnya (consequences), hal lain tidak menjadi pertimbangan. Kedua, dalam
mengukw akibat-akibatry4 satu-satunya ng penting hanyalahjumlah kebahagiaan
atau ketidakbahagiaan yang dihasilkan, hal lain tidak rclevan. Ketig4 kesejahteraan
setiap omng dianggap sama pentingrya. Mill dalam bukunya Urirrafi?rtslr? ( I 86 1)
memperlilratkan prirsip keballagiaan yang terbesar merupakan tujuan akhir dari suatu
puhisan yang diambil, baik mempertimbangkan kebaikan diri sendiri ataupun kebaikan
omng lain. Kebahagiaan yang merupakan ukuran dasar menyalgkut apa yang benar
dalam perilaku bukanlah kebahagiaan si pelaku sendiri, melainkan semua orang ]ang
terliba! menyargkutkebalEgiaan dirinlaaau )"ngl n Dalatnhal,irnutiliwianisme
menuntut orang untuk bersikap keras, tidak pilih kasih, berlaku seperti penonton
yang baik hati dan tidak pamrih. Moralitas ini bukan dipahami sebagai kepercayaan
pada suatu aturan yang diberikan oleh yang ilahi atau sejurnlah perangkat aturan yang
tak bisa diubah. Pokok moralitas dilihat sebagai kebahagiaan malrluk di dunia ini dan
tidak lebih dari itu. Maka tindakan)"ng benaradalah yang menghasilkan pemeralaan
maksimal dari kebahagiaan di atas kebahagiaan, dimana kebahagiaan setiap orang
dipertimbangkan secara sama penting.
Dalam teori ini. akibat menjadi ukuran di mana untuk menentukan apakah
suatu tindakan bisa disebut benar, maka perlu dilihat apa yang akan terj adi sebagai
akibat dari tindakan itu. Dalam hal menentukan kebenaran, maka z/ilitarianisme
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akan mempertimbangka.n hal-hal ain sebagai dasar pemikiraffiya. Ada beberapa hal
yang menj adi penanyaan mendasar dalam keberl akuznteoi uti litarianisme yain)
apabila teori ini dibenturkan dengan cita-cita keadilar, hak-hak legal yang mungkin
dilanggar dan pertimbangan mengenai masa lampau yang juga masih memiliki
kepentingan. Sebagaimana diketahui bahwa teorrulilitarianisme terbatas pada apa
yang akan tedadi saj a sebagai akibat dari suatu tindakan.
Dalam mencari dasar obyektif, dapat dilihat apakah suatu kebijakan atau
tindakan publik membawa rnanfaat atau akibat yang berguna tau seba.liknya kerugian
bagi orang-orurgterkait Jadi suatu kebijakanatautindakan publik tidakdinilai sebagai
baik atau buruk berdasarkan ilai kebij akan atau tindakan itu sendiri. Dengan lebih
rinci dirumuskan sebagai dalam kiteria pertam4 bahwa marGat yaitu kebijakan atau
tindakan itu mendatangkan r anfaat tertentu. Jadi kebljakan atau tindatan baik adalah
kebij akan atau tindakan yang menghasilkan hal baik, sebaliknya kan dinilai buruk
secara moral kalau mendataogkan kerugian atau hal buruk. Kriteria kedua, bahwa
manfaat terbesar yaitu-kebij akan atau tindakan tersebut mendatangkan manfaat lebih
besar atau terbesar dibandingkan dengan kebijakan atau tindakan alternatiflain. Dan
kiteria ketig4 bahwa manfaat erbesar bagi sebanyak mungkin orang, artinya suatu
kebijakan atau tindalon dinilai baik kalau manfaat terbesar yaig dihasilkan berguna
hro i  h ,nv^k  dDno
Dalarn mengembangkan pi,rrsip-pirlsip u litalianLszre, Ihering memberikan
ciri khas hukum sebagai suatu benhrk emauan. Menuutny4 hukum perlu mengabdi
pada kepentingajl sosial. Adanya pe(entalgan katsalitas dan kemauan, diatasi dengan
gagasan tentang tujuan )ang mendominasi. baik masalahnya maupun kemaua.q masing-
masing dalam lingkungannya sendiri. Adapun tujuan kemauan manusia bukan
perbuatannya sendiri tetapi kepuasan yang diperoleh dari perbuatan itu.
Sebagaimana masalah yang sering dihadapi adalah apakah kepcntingan
individu dan kepentingan bersama dapat didarnaikan dan bagaimana mencapainya.
Iherbg menemulanjawabannya d lam prinsip membangkitkan semangat masyarakat-
Dimana dalam pembangkitan i i, digabungkan antara motifegoistis dan motifaltruistik.
Keberadaan masyamkat dirntmgkinkan dengan kombinasi ini. Pembangkit-penbangkit
egoistis adalah ganjaran dan paksaan. Keinginan untuk memperoleh imbalan
menghasilkan perdagangan dan ancama.n pakaan memungkinkan adanya huLum dan
negara. Sebagaimana diketahui bahwa pendekatan hukum yang khas adalah
kekTasaan egara yaDg menggunatan paksaan dari luar. Sedangkan isi hukum harus
banyak macarnnya dengan tujuaII sebagai patokan yarg relatifdan menyesuaikan
ketentuarFketenhrannya dengan keadaan-keadaalt y ng bermacam-macam dari m$at
sesuai dengan tingkatan peradaban dan kebutuhan pada zamannya. Jadi, paksaan
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sebagai ursur pokok dad hukum dan negara- Pengungkit altruistis atau moral semangat
sosial adalah perasaan-perasaankewajiban dan cinta- Kombinasi ni memungkinkan
adanya masyarakat, dan tujuan masyarakar dalah menjamin pemenuhan keinginan-
keinginm matursia
Pertan]€an kemudian ada.lah kalau hukum inr paksaaq bagaimana bisa sesuai
dengan pengej amn kepentingan individu? Ihering menyatakan bahwa dasar semua
sarana hukum tidak dimgukan lagi adalah manusi4 tidak menjadi soal apakah sarana
itu hukun privat atau hukum publik. Tetapi kehidupan sosial melengkapi manusia
sebagai makhluk bias4 sebagai makl uk sosial dan sebagai anggota kesatuan yang
lebih tinggi (negar4 gerej4 perhimpunan). Sesuai dengan itu maka harus dipahami
bahwa subyek hukum yang lebih tinggi yaitu nus)"rakat benda di atas individu Jadi
individu tidak dapat menginginkan kepentingan umum sebagai tambahan pada
kepentingannya sendiri. Oleh karena itu hukum tidak pernah menj amin milik individu
sebagai tt{uan dalam dirin}a sendii, tetapi han}a sebagai alat dengan tuj uan menjamin
kepentingar masyarakat.
Dalan pengelolaan air, lf,oi utilitdtianism dapat menguj i apakah keputusal
untuk memprivatisasikan pengelolaan air itu baik atau etis, juga dapat menguji
permasalahan pengelolaan air yang selama ini dianggap sudah menyebabkan
ketidakadilan bagi masyarakat.
Teoi utilitarianism nenjelaskan bahwa hal penting yang mendasar suatu
putusan atau kebij akan adalah bagaimana konsekuensi atau akibat dad perbuatan
atau keputusan tersebut. Keputusal untuk memprivatisasi sunberdaya ir tentu saja
berhubungan denga.n manfaat ya.ng diperoleh baik bagi pemerintah daerall pemilik
perusalEan air tersebut dan masyarakat yang berada di lokasi sumberdaya air teNebut
Yang menjadi pertanyaan kemudian adalah dari beberapa pihak tersebut (pemeintah
daerall pemilik pensahaan dan masyarakat) apakah masyarakat sudah mendapa&an
kemakmuran, karena sesuai dengan amanah dari konstitusi bahwa pengslolaan
sumberdaya lam, termasuk sumberdaya ir adalah untuk sebesar-besamya
kemakmuran rakyat, Rakyat yang dimaksud di sini adalah masyankat yang berada
di sekitar lokasi keberadaan sumberdaya lam tersebut, termasuk di dalamnya
komunitas masyaiakat adat.
Dari beberapa kasus lang terjadi di beberapa daenh dan negar4justru adanla
pemanfaatan sumberdaya air (tbnrtarna sumber antanah) yang dikelola oleh pengusah4
menbrbulk n permasalahan bagi masyaral,at seternpat, seperti air unuk saluran irigsi
berkurang dan air untuk kebutuhan runah tanggajuga b€rkuradg. SelarjuE ya apakah
surnberdaya air yang dikelola oleh negara menjadi lebih baik?
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Orientasi kcuntutlgan yang dicanangkan oleh pcngusaha mcnjadi faktor
pcnentu bahwa bagaimana dengan biaya scrninimal mLmgkin nrcndapatkan kelLntulgar
yang senlaksimal mungkin. Sclanjutnya. apakah pemcrinlah daerah yang
mengusahakan sunlberdd)'a air terscbut lidali mengharapkan hal yang santl karena
di masa olonomi daemh ini, setiap daeral berlomba-lomba unttk dapal n]eningkatkan
pendapatan aslidaerah yaag bisa diperoleh dari sumberdayaalam didaerabnya.
temlasuk sunrberdaya ir'l Jikadipadukan denga:nLeoi Llilixtidnism. maka perlu
adanya pengawasan terhadap pengclolaan sumberdaya air. 1al lpa harus
dipermasalahkan siapa yiurg mengclolaannya. Konsekucnsi dari suatu putusan ) arg
dibcrikan atas pengusahaan sumbcrdaya lan dcngan wujud privatisasi, harus ketat
dalam pcngarvasan. Hak guna usaha air dapal dibcrikan dengan mcnggunakan
kesepakatanjangka pendek saj a- karena dcngan kesepakaanjanglia pendek tersebut.
mai{a dapatdianalisis apa manfaat yang dapat diperolch oleh masyarakatlokal atas
usaha tersebut. Sebuah kepulusan !a,'rg dianbil. bukan bagi keperltingai penlerintai
daeral saja. tctapi tetap menjaga haliJ'uk ral<yaldi daeriJl te.sebut Walaupul adaru/a
invcstor dapal menunjartg pembangunan daerah, nanlun tetap menperhatikan
kebcrlangsungan kehidupan daemh dimasa vang akan datarg. sebagairnana prinsip
pembangunan berkcla.nj utan.
Satu nrasalah )'al1g ada dalun pengarnatan bahu'a pendistribusian air di anlaid
pcmckai dalam bebenpa kcbutuhan di ata^s perlu mcmpertimbanglian unsur ke'adilan-
artinya para penr*ai air'harus mendapatkaniamh sesuaidellgan kebutuhan. dimana
pcnggunaan air diantara pira pemakaidihampkan nlemblTikar manl'iurt yang oplinlal
dengan nrenregang prinsip nilai guna batas ( nm'{inal vallk in use) di antara para
pemcgang hants selalu sama. I)alarn hal pendist,ibusian, pen'nasalalan alian tilnbul
dimura jLr.nia} air I'ang akan didistribusikin terbatas. untuk itu plrlu ada upal a mcnj aga
kapasitas airyaig tclsedia dalamjangkr rvaktu tcrtenlu l lalinidapat ditcgaskan
baiu a di dalanr pemallaltan dan pcngelola.1n sumberdaya air hanls nenlpcrhatikan
keadilan.
Dalam pemikiftur y,rig tradisional. gagasar tentang keadilan dan ketidakadil.ur
bcrtcnlangan d,:ng.xl gagasan_gargasan 1 ang berubah da! kurang bcrha4a mcngenal
kcgunaan dan kepastian. John Stuaft Mill menghubungkan keadilan. kegunaan.
kcpcntingan-kepenti[gan inciividu dan kepcnlingan urrrum Perlckanan Mill pacla
kebcmdaan sifat keadilar dan hubungarnl a dcngan kegunaan Dipahaninladcngrut
lepat bahwa secara tmdis iol1al. gagasan yc.ng abadi tentang keadilan dan kctidaladiiur
bertcntangan dcngan gagasan-Sagasan yarg berubah dan kurang bcrharga nengcnai
kegunaan dan kepentingan.Ada pcruballan lekanan yaitu atas kepentingan i dividu
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ke tekanan atas kepentingan umurL dan kenyataannya adalah ke*ajiban lebih baik
daripada hak.
Salah satu sintesa Mill mengenai hubungan antam keadilan dan kegunaan
bahwa hubungannya yalni rasa adil. Di mana pada hakikatnya itu berarti pemsaan
individu alan keadilan yang membuat individu menyesal dan menginginkan membalas
dendam kepada tiap sesuatu '€dg tidak menyenangkar! hal ini di€dakan dan dipe6aiki
akhlalnya oleh perasaan sosial. Dimana Mill menjelaskan bahwa orang-orang yang
baik menyesalkan tindakan tidak baik terhadap masyaraka! walauFm tidak mengenai
diri sendiri dan tidak menyesalkan perbuatan tidak baik teftadap diri sendiri walaupun
tidak menimbulkan rasa sakit, kecuali kalau masyarakat bermakud menindasnya-
Pembahasan mengenai keadilan selalu ada pertentangan antara manfaat atau
keguaaan individu dan kegunaaan umum. IGbijakan yang diambil dalam pelaksanaan
pengelolan sumberdaya air harus melihatj auh kedepan, hbukan hanya tuj uan-tujuan
pral<tis. Hukum sebagai pengabdi kepada tuj uan-tuj uan sosial, harus melindungi
kepentingan-kepentingan sosial tersebut.Adanya pertentangan a.ntara kepentingan
individu dan kepentingan ma-syarakat dapat didamaikan dengan menggunakan prinsip
membangkitkan semangat masyarakat dari Ihering sebagaimana telah dijelaskan
sebelumny4 dimungkinkan gabungan motifegoistis, motifaltruistis. ganjaran dan
alcaman paksaan dari hukum dan negar4 j aminan atas pemenuhan keinginan manusia_
Bebempa masala.tr hukum selalu didominasi oleh pedentangan-pertentangan
nilai. Bebempa tuntunan untuk memecahkan permasalahan tersebut oleh Fnncois
Geny adalah libe rechet che scienti/ique yury&dandaskan pada tiga prinsip sebagai
keteltuan-ketentuan hukum yang mengatur mengenai (l ) otonomi kemauan, (2)
perintah dan kepentingan umum dan (3) keseimbangan yang tepat antara kepentingan-
kepentingan pribadi yang bertentangan.
Geny dengan teodnya mengenai hukurn alam memHakan rmsur-unsur yang
tetap dan yang berubah-ubah dari situasi hukum tertenttt. perrrbedaanatltfia le donne
ratiokel dan le donne ideal bergerak tidakjauh. Walaupun demikian, secarapraktis
harus ada kepercayaan terhadap nilai-nilai mutlak mengenai yang benar dan ya.rrg
salah, atau yang baik dan yang buruk di mana dua hal yang bertentangan ini dapat
menjadi jalan rmtuk memecahkan permasalatran hulrlm.
Menentukan patokan-patokan keadilan yang umum sifaurya dalam berbagai
aspek kehidupan, pada akhimya harus di sandingkan dengan hukum positif. Teori
hukum dapat melakukan tugas yang penting dimana dengan pembedaan setiap
problema hukum atau situasi, maka faktor-faktor yang menggambarkan nilai-nilai
yang bertentangan dapat dianalisa secara objektif. Dalam memahani hal tersebut,
berdasarkan konsep hukum aiam, Friedmann menilai bahwa konsepsi mengenai
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"kebaikan bersanra memberi tuntunan yang pra}itis. Manusia adalah makhluk 1'lng
bcrakalyarrg mcnriliki kcnlarnpuixr untuk mcmbeclakal yang baik lrurg bu|uk.
Scdangkan Roscoc Pouncl menilai bah$ a gagasan-gagasan dari kcadilan
hanya dapat dipeloleh dari sebuah pcnlcrintrhan yang bcbirs. Yang mcnjadi
pennasalalMn kemudian. l)ound bempaya nrc[emukarl upaya mendamaikan
kebcboan dan kescjalrteratul.llukun dan ildministrirsi. Sebagaimana diutaralaann) a
b.thwa negiu a sebagai abdi masyamkat. dinrana scnlua pelayanan publik hans dan
harya dapat dilakukan oleh pcmerintalr seb4ai masl aratriat ; ang disusun secira politis
dan satu-satunyayang dapat membcri perhatial1 pida segala sesuatu dan yangjasa-
jasanya dapatdiberikal1 untuk kemanusiaitn secara tidal tcrbatas.
III .AIRStrAAGAI HAK DAN KEBUTUHAN PRIMERMANUSIA
Dalam hubungannya pengelolaan sumbcrdalaair. perlu dipertinrbangkan
beberapa pihak, yaitu pihak masyarakat yang langsung terkena danpak dari
pengelolaan sumbcrdaya air. laitu maslarakat yang berada di daerah pcnghasil
suftberdaya air )ang dikelola, dan pihak )ang bcrkepentirgan adalah pcngusaha
pcngelolar srunberdayaairtersebul. Dal.un hal ini perlu kcmbali mcmaknai Pas:rl 33
a1'at (2) tJUD 1945 dalitm hubungannya dengan pengelolaar sumberdaya ir Dari
Pasal33 tcrsebut tercermi11 bahwa Negartr Indonesia mcmberikan panranlaatan
sumberdaya ir untuk kemal:muran seluruh rak) at Indoncsia. Senada dengan Pasal
33 ayat (2) LIUD 1945 ini. I'asal 3 Uidzng-Undang Sunrberdaya Air menrberikan
kepercayaan bahwa pengololaan sumberdayaair secara nrenr'eluruh, terpadu dai
bcnr arvasar lingkrurgan dcnga! mcmperhatikan kcmanfa.rtzn sumberdal aairyarg
berkelanjutan dipcr gunakan untuk sebcsaf-besarnya kcnaltmural ral)at. Namun
yang menjadi pertanlaan adalah seberapa bcsar kcmakrnuran terscbut dibcrikan
kepada nusyaraliat? Pertaryaan ini timbul karena ada perubalnn cam pandang global
mengeiai air. dimimd air memiliki nilai sebag:ri barang ckonomi ) ir,llg drpat dinrufaatliiul
bagikepcntingan ckononri oleh badan usaha dan atau pcrscorangan.
Unclang-Undang SumberdayaAir rcmbagi hali guna air bcrupa lrak guna
pakai air dan hak grrna usaha air. dinranl hak guna pakai .rir dipcrgunakan unluk
mefienuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan dan bagi pentmian rakyat
yang beradadidalam sistem irigasi- Scdangkan hak guna usahairirdapal diberikan
kepada perscorangan. badan usaha swasta dan koperasi. hak guna usaha yang
dimaksud dapat dilakukan dalam upaya nrenyelcnggarakan pcngembargan sistem
penyediaan air minum. Sebagaimana diketahui bah\\a pcngembangan sistcnr
penyediaan air minum mcnguasaihajat hidup masyarzrlat luas, dimanapcngelolaan
yang tidak tcpat akan mcngurangi hak masyarakat dalanl mengakses air bersih.
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D.:lal1lengelolaan zumberdayaalam, sebagairnana dipetegas dalam pasal33 ayat (3) UUD 1945 dan pasal 6 Undang_undang Suml"raula ei.. n"e;bertanggrmgjawab tas pengelolaan sr:mberdayu du- ,Ju- urnu., aL ;;;;
airsecam khusus. Kekuasaat ertinggi atas penge.lolaan 
.umbejuyu au- U".Lpadanegara- Negara mempunlai wewenang untuk mengrr*i O_ *rtnaJunaiif"pemilik arau akibat yang tinbul dari kepcmilikar l*rn*ggggu k"p""i;g;;;;
rlar tnt senaqa qengan ctasar dan lujuan pokok dari arnanat perekonomian asionalyang secam hukum adalah kemakmuran mkyat- Adan a ursur negam dan masyarakarda.larn konteks ini mengikatkan keduanya dalan konlak yaitu ;uah k;"*"t .*l"f
antara pemelintah dan rakyatnya. pada dasamy4 arti penting dari ajann kontrak
sosial adalah adanya saling menghormati satu *rnu fuin a- f,laup aurnu; 1po"iu.llri.',?c-r) dan dalam mcwuj udkan hidup darnaj ini serlap orang mcnjkad<- Oiri *r*
oersaru mematutx pemennlalEn yang d ipililrn \ a \pqctum subi,.tioncs).
. 
Dalam hal sumberdaya ir, kontrak sosial ini bermaisud memperlihatkan
adanya mekanisme redishibutifyang bertujuan agar setiap orang dapat mcmiliki alsesterhadap air yang diperlukan untuk hidup, sebagaimana ter;bui dalam deklarJPerserikatan Bangsa-Bangsa, bahwa air merupakan hak dasar. Dalam hal ini nesar:sehansnya bertanggungjawab untuk meryediakan pelayamn dasar terseb"i .;;;Atiap-tiap individu mendaparka, pelayananjasa aiidengan hak 1,ang ;". 4;;;;oengan hat |lx. kontnk sosia] (the ncial cono.acl ) dari RoNseau menyebutkan bahu adengan kontrak sosial, orang bersatu agar hut-t ut -"r"tu utu.i"t"U?.u,iaun-kesederajafan dijamin oleh negara- Dalam hal ini negara da untuk memperl"* 
";'atY:r.l y.Tg palinc penting yang perlu untuli kehidupan sosia, sementara mo.aliiasterdiri dari keseluruhan kemasan atu.ran yang mengangkal kehidupan sosia.l. Moralitas
merupakan seperangkal aturan. yang mengorganisir bagaimana orang harus
mempeflakukan satu sama lairL orang yang nsional akan setuju menerima nran ini.Karena nd r ru dem I keuntungan timbal balik. dengan syarat asal yang Iain juga ma umentaali aturan Elsebut
IV. PENUTTJP
Hak penguasaan egara terhadap sumbedala air harus ditafsirkan sebasaipeguasaan untuk mengatur dan menguns Sebagaimam erniliki keu.nanean se#;pengalur, perencana, pelaksana dan sekaligus ebagai penga_as peigelola;.pengguoaan dan pemanfaaun sumberda," alam term^* a; aj"_ryu s-,i*ra"V,
arr.
. 
Sebagai orgmisasiterringgi dari bengsa negara diberi kekuaseun tuk meneatrn
s€gara-galanya d,an negara berdasarftan kedudukannya memiliki kewenangan r-inrk
not o,i'-,ti,-aii,i tit,is",i,7i,;;"'r',iii":,'r:,i:,;;;: ;r;;,';;;..;;
membuat peraturan hukum. Dalam kekuasaannya, negara merupakan suatu badan
atau organisasi rakyat yang bersumber dari hasilperjanjian masyarakat (contrdcl
vrclal), Rousseau menilai bahwa esensinya mempakan suatu bentuk kesatuan yang
membela dan melindungi kel'uasaan bersama, kekuasaan pribadi danmilik setiap
individu. Dalam perjaniian masyarakat itu, pada hakikatnya yang dilepas oleh setiap
individu dan diserahkan kepada kesatuannya hanya sebagian kekuasaan buLan
kedaulatannya. Namun kekuasaan egara bukan tanpa batas (podestas legibus
omribxs soluta).
Sekarang penanyaannya dalah apakah air itu suatu hak. Air tersebut
merupakan hak asasi, dan karena iradalah aL asasimaka irharus diaturdalam
konstitusi dan konstitusi harus dihormati. dan karena ir adalah ak asasimanusia
maka airharusdapat diperoleh oleh semuaorang. Apabila dilalrrrkan swastanisasi
maka haltersebut tidak akan tercapai karena air harus diperoleh dengan membayar.
sedangkan dalam pengenian hak asasi manusia dalah bahwa orarg dapat menuntul
haknya untuk mendapatkan air karena itu air adalah ak. Penting untuk diketahui dan
ditekankan bahwa negara sebagai ser|is provider perln untuk memiliki, perlu
mengijinkan atau memiliki orgnisasiorganisasi non Pemerintah atau lembagalembaga
yarg memonitor kinerjanya dan lembaga-lembaga tersebut haruslah lembagalembaga
yang disebut rrgl/a/r/ atau mampu bersikap kritis, dan h€ndaknya setiap asp€k
pengambilan kepulusan yang berkaitan dengan pengelolaan air dilakukan secara
transparan atau terbuka dan dengan penanggungjawaban. Dan dalam kaitan ini
lembagalembaga non pemerintah atau organisasi non pemerintah, lembaga swadaya
masyarakat, organisasi-organisasi masyarakat Madani dan bahkan masyarakat lokal
hendaknya diberdayakan juga mtuk membuat keputusar\ danjuga dilibatkan dalam
pengambilan keputusan oleh pemerintah supaya dengan demikian dengan adanya
traruparaflsi tersebut maka pengelolaan air secarabaik dapat dilaksanakan.
Dalam melindungi kebebasan dan kesederdatan warg4 hukum benujuan
untuk menciptakan kebebasan maksimum bagi indMdu sehingga ia dapat mengejar
apa yang baik baginya. Hukum mengabdi pada keseluruhan i dividu-individu dalam
masyarakat. Sela.njutnya tujuan akhir dari perundaig-undangan ad.lah kebahagiaan
)"ngpalingbesar Sela4jutiya Betham m€nempatkan luk individu di bawah keburu]n+
kebutuhan masyarakat yang nwu tujuan masyarakat itu sendiri adalal kebahagiaan
umum, sedangkan pemerintahan diadakan untuk menjamin orang bahwa ia dapat
meniknati hak-hak alami dan hak-hak yang tidak tertulisnya. Sedangkan perundang-
undangar merupakan sarana untuk mengatur kondisi-kondisi kehidupan bersarna,
Dalam dalilnya mengubah undang-undang perlu konsistensi menjaga kes€imbangan
antara kepentingan ekonomi individualisis yang bebas dan keperningan masyarakat
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